
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/ 288 /B.02/HK/2018
 

TENTANG
 

BASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN MESUJI TENTANG RETRIBUSI DAERAB
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang 
Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 
325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubemur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang 
Retribusi Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat 1 Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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Tembusan: 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 
TENTANG RETRIBUSI DAERAH. 

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mesuji tentang Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan 
penyempumaan dan penyesuaian terhadap Rancangen Peraturan 
Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, 
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubemur. 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Gubemur Lampung paling lama 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

PARAF KOORDINASI 

I- \VAKil GUBERNUR 
2. fliSEKDA PROVINSI 
3. ASISTEN PEM & KESRA 

1JJ.-4. ~SISTEN EKBANG 
5. ASISTEN ADM. UMUM -
6. 
7. 
B. 
9. BIRO HUKUM ") 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal " Jun! 2018 

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG. 

I. Menteri Dalam Negeri RI; 
2. Menteri Keuangan RI; 
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/288/B.02lHK/2018 
TANGGAL : 4 JUNI 2018 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 

I. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

No Materi Raperda Rumusan Raperda	 Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
1 2 3	 4 5 

1 Konsideran Menimbang a	 bahwa relribusi daerah merupakan salah sabJ sumber pendapatan a. bahwa rebibusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Konsideran rnenimbang 
daerah yang penting guna membiayai 'OlalfSlIAEIilA yang penting guna membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah disempumakan 
pemerintahan daerah; dan pemungutan rebibusi daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah 

~	 ~a~wa ka~ijakaA RBlFi~ll6i QOOFM ~ilaksaAakaA ~oF~aeilFl\aA Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rebibusi Jasa Usaha; 
,FiAei, ~OFAOIA;i, ,eIROFalaaA ~aA kBaililaA, ,eRlA eerta b. bahwa beldasar1can per1Iembangan dan penambahan objek rebibusi jasa 
IRasyarallal ~aA a1IYAla~ililae ~eAliIA IRoFA,eR:1atikaA ,alBll6i usaha maka Peraturan Daerah Kabupafen Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 
Ila9raII; tentang Rebibusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali; 

6.	 ~a~wa ~oAlaA IBla~ ~ilBlajll(aAAva I,jA~aAII,jA~aAI ~lelRar ~a +mIYA c. bahwa berdasar1<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! a dan 
~gOg IBAlaRg ~ajak QaeFa~ ~aA RBlFi~Yei Qao~ hUM b perlu rnenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang 

d.	 bahwa berdasar1<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! Perubahan alas Peraturan Daerah kabupafen Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 
a, huruf bdan hUMc penu FAOFA~oAlllI\ Peraturan Daerah Kabupafen Tentang Rebibusi Jasa USaha; 
Mesuji tentang Perubahan alas Peraturan Daerah kabupafen Mesuji 
Nomor 04 Tahun 2012 Tenlang Rebibusi Jasa Usaha; 

2 Diktum Mengingat 1~,	 PllHlIuraA PRl6i~aA 'laFAaF 87 +a~YA ~014 IBAIaAI PeratllFBA 12. Peraturan Presiden Nomor 87Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan - Angka 12 disernpumakan dengan 
PalelleaABaA I,jR~aAg I,jR~lIAg NOIRer 1~ +~YA ~011 IBAIaRI Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan Peraturan melengkapilernberpengundangan 
Pall'1~eAlllkaA ~rallJFiIA ~aFYR~aRI YR~aAlaA; Perundang-undangan( Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 - Angka 14disempumakan 

Nornor 199);	 - Angka 15dan 16dihapus 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Homor 80 Tahun 2015 tenlang 14. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Penyusunan Produk Hukum Daerah; Pembentllkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor2036); 

1'.l(ept:ltwsaR MSMeR QalsAl .'egeA .leFR9F 175 ;EH:lWR 1997 teAtaRB 
P9~eFAaA +eta Sa:a PBfReFiksaaA diQi~aRg RetFiil~&i Qaerah; 

Hi.	 f(ep1ltY6BA MaRteR QalafR .JegsA NeMer 43 +a~YR 1999 teAtaAB
 
ii&tElRi ~aR Prese~Hr :o.EiJMiRisi'Q6i Pajak QaeFa~, R9tFi~Y6i g99Fa~ daR
 
PSRtila,ataR laiR laiA;
 

3 Diktum memutuskan MEMU T USKA N;	 MEMU TUSKAN: - Setelah frase memutuskan, landa baca 
MenBlapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS : (tilikdua)lidakmemakaispasi. 

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR - Pas.1 1, penulisan kala 'Oalam ...' 
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA TAHUN 2015 TENTANG RElRIBUSI JASA USAHA. ~isejaj.l1<an, dangan kala 
USAHA Peraturan..... pada Diktum 

Menetapkan 
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4 Batarig Tubuh aAa-I 
PIiRYIiAK.f.N TluRiF Ri+Rl8YiI 

Paaal1 
Berberapa Kel!ifltuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 
2012 lentang Reliibusi Jasa Usaha (Lemb..-an Daerah Kabupaten Mesuji 
Tahun 2012 Nomor 04. Tambahan Iembaran daerah Kabupaten Mesuji 
Nomor 3) diubah sebagai berikut 

Palall 
Beberapa Ke1enluan dalam Peraluran Daerah Nomor 04 Tahun 2012 
tentang Relribusi Jasa Usaha (Lemb..-an Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 
Nomor 04. Tambahan lembaran daerah Kabupaten Mesu~ Nomor 3) diubah 
sebagai berikut: 

5 Jenis Retribusi 
Palal2 

Jenis Relribusi Jl!Sa Usaha dalam Peraturan Daerah iniadaIah : 
a. RetrUJY6i PiFRakaiaA KelWl')'iiilFl Qaeral:l; 
'8. RH:i~Y8i la, :lAiI 
e. Re~~Y6i Ry~ah PeteRS I-Iswa_; 

1. Ketentuan pasal 2diubah. sehingga pasal 2be!bunyi sebagaibeliI<Ut : 
P.I.12 

Jenis Relribusi Jasa Usaha dalam Peraluran Daerah ini adalah : 
a. Relribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 
b. Rebibusi Terminal 
c. Rebibusi Rumah Polong Hawan; 
d. Relribusi Tempa! Khusus Parkir; 
e. Relribusi Tempa! Rekreasi dan Olah Raga; 
f. Relribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 
g. Rebibusi PasOI' Grasir danlatau Perlokoan. 

Kelentuan pasal 2 disempurnakan 
karena dalam perubahan Ierdapat 
penamballal jenis objek relribusi 

6 Rebibusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

.j.,. Kelemuan Pasal 8diubah. sehingga Pasal 8berbunyi sebagai berikut: 
Pasal8 

Struktur dan besamya larif Rebibusi Pernakaian Kekayaan 
Daerah diletapkan seb9!lai berikut; 

No. Jeni. TIlS Tori! -Objak i 

1. PomakeiQn lopangen Rp 250.000.· Seli'l' han 

2. Pemakaian lanah Rp 2.500.­ m21pert 
untuk uoahe kacit dan ahun 
rumah Ti'llQOl 

3. PamakaiQn lanah untuk 5%x 5esuai 
BTS _ danmenaro NJOP peljanjian 
annya 

4. Pamaka... Bangunanl 
RuangeniGadun g 
g. Gadung SOl1>a Gune Rp 350.000.­ Wo,hari 

h. Aula Saldakab Maauji Rp 250.000.­ ioliofohan 

j Ga<lung Balai Rp 25.000,­ Wo,hari 

j. Gadtnlg Balai K.~ rahan Rp 15.000.· ioliofohan 

k. GSG RSUD Maoujl Rp 350.000,­ Wo,han 

I. Aula Bapada Rp 250.000.­ Wo,hari 

2. Kelentuan Pasal 8diubah. sehingga Pasal 8berbunyi sebagai berikut 
Pasal8 

Struktur dan besamya tarif Rebibusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah ditetapkan sebagai berikut : 

Janglol W.1Ilu
No. ....1s0bj0ll TIpe Tiril 

Pem"" 
1 Pemakalan Iopangan Rp 250.000,­ Sali8p han 

oopakbola 

2. Pamakliarl tanah Rp 2.500.· m2/pertl:V'lun 
unbJt< uoai)a kacil dan 
l1JllIlh Ti'llQOl 

3. Pamakliarllanah unluk BTS 5%xNJOP ParTahun 
SellJ1er dan menara lainnya 

4. PamakaiaR BangunarJ 
RtJarGllIlIGadun g 
8. Gedung SerIJa Guns Rp 350.000.­ Par han 

b.Aula Satdakab Maouji Rp 250.000.­ Par han 

c.Gedung Balai Kecamatan Rp 25000,- Perhari 

d.Gadung Balai KeilltOhan Rp 15.000.­ Perl\ari 

a GSG RSUD Maouji Rp 350.000.­ Par han 

f. Aula Bapada Rp 250000.­ Par han 

Kelentuan angka 1 Pasal I diubah 
menjadi angka 2. penomoran 
berikutnya menyesuikan 
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5. Pemakaian Rumah Dines 

m.Rumah Dina 100 Rp 100.000,­ ~ 

g.Aula ..terttu1up.(Pada 
laman .....] 

Rp 2000.000,­ P... I"'jam . Penelapan 
pembutatan 

tarif agar dilakukan 
guna memudahkan 

6. 

n. Rumah Dir1ts 

o. Rumah Dinas 

p. Rumah Dinas 

Parnakaian Ken_n, 

70 

54 

32 

Rp 

Rp 

Rp 

70.000,­

50000.­

25.000,­

~ 

~ 

~ • 

h sewa GSG larrnaauk sounf 
syaIom(Pada IamIln ....) 

l sews guesl l1acusa.(Pada 
laman .....) 

Rp 
20.000.000,-

Rp 500.000.­

Per 12jsm 

Par hari 

-

penyetoran pembayaan re~busi 

oleh pengguna jasa dan 
bendaha-a penerimaan pada bank 
rekening kasdaerah 
Objek relJibusi yang diatur dalam 

AlaI ParlBnilln, dan AlaI 
Barat 
a Durr!> truck 

b. 00"" truck 

Bessr 

Kecil 

Rp 

Rp 

2.817.053,­

1.863.280.­

~hari 

~hari 

5. 

[. GSG Kocil.(pada laman 
.....) 

Parnakaian Rumah Din.. 

!tRumahDinM 100 

Rp 

Rp 

250.000.­

100.000.­

Per I1ari 

Par builln 

Bab yang mengatur tenlang 
pemanfaatan asset dalam pasal 
18 J angka 3,4,5.6 menjadi objek 
pemakailll kekayaan daerah 

c. Bulldozer Rp 526.512,- PerJam b. RumahD..... 70 Rp 70.000,­ Pee bulan . Penetapan besamya tarif h<l"us 
d._ 

e. Mesin gileswales 101011 

Rp 

Rp 

90.000.­

85.000,-

ParJam 

Par Jam 

c. Rumah Dinas 

d. Rumah Di",. 

54 

32 

Rp 

Rp 

50.000,­

25.000.­

Per bulan 

Par bulan 

sesuai harga pasar sesuai pasal 
153UU 28 Tahun 2009 

1.1. ExaVlltor 

1.2. ExaVlltor 

Slandar 

Long ARM 

Rp 

Rp. 

555.001,­

559.549,-

ParJam 

PerJam 

6. Pemakaian Kendaraan, A1at 
PariBnian, dan AlaI Berst 
a Dump IJUck Bessr Rp 2.817.053.­ Per han I 

, 

1.3.ExaVllfor Mni Rp. 287.862.­ Per Jam b. Dump truck Kocil Rp 1863.280,­ Per hari 
g.1. Vlbro (Villating S1JIIldar Rp. 272.977.­ Per Jam c. Bulldozer Rp 526.512.­ Per Jam 
g.2. \/bro (Tandem Tandem Slander Rp. 287.947,­ Par Jam d. Vibrator Rp 90000.­ Par Jam 
g.3. Vibro (Tandem RoUer Slander Rp. 320.066.- PerJam e. Masin gilas walas 10ton Rp 85.000,­ Per Jam 
h.1 . Motor gradsr 135 HP Slandar Rp. 573.470.- PefJam I. Exavalor Slander Rp 555.001.­ Par Jam 
h.2 . Motor grader 150 HP Slander Rp. 611.141.- PerJam g. EX8'I81or Long ARM Rp 559.549.- PefJam 
i. Ferry wheal loader Rp 80.000.­ Per Jam h. Exavator Mini Rp. 287.862,­ Per Jam 
j. Shoval Rp. 80.000.- PerJam i. Vibro (Vibrating Slander Rp. 272977.­ Per Jam 
k. Gensal Beset Rp 2 2 9 .035,- PerJam ComPactor) 

I.Asphall Finis",r [Slander Rp. 724583,­ Per Jam j Vibro (Tandem Tandem Slander Rp. 287.947,­ Per Jam 

m.Backhoe Loader ISlander Rp. 536.458,- PerJam k. Vibro (Tandem Roller SIaOOar Rp. 320.066,­ Par Jam 

n.Wheel loader Slandar Rp. 459.697,­ Per Jam I. Motor grader 135 HP Slander Rp. 573.470,- ParJam 

o.Track Loader [Slandar Rp. 432.631.­ Per Jam m. Motorgrsder 150 HP Slander Rp. 611.141,­ Per Jam 

p.Hyd Brsaker [Standsr Rp. 319.617,­ Per Jam n. Ferry _loader Rp 80.000,­ Perm 

q.Cold Mmiflg [Stand'" Rp. 602.579,­ Per Jam o. Shov~ Rp 80.000.- ParJarn 
I 

r.1.tJdlilTangki Air Bessr Rp. 263.983,­ Per Jam p. Gonsat Besar Rp 229035,­ P", Jam 

r.2.MobHangki Air Kocil Rp. 196.382,­ Per Jam q. Asphalt Finisher Standar Rp. 724.583,­ Per Jam 

e.MJbil Mixcer Slander Rp. 300.396,­ Per Jam r. Backhoe Loader ISlanda' Rp 536.458,­ Per Jam 

tCraneo S_ Rp. 451.486,- PerJam s. _Loader [Slander Rp 459697,­ Par Jam 

u Slampar Slander Rp. 115.636,­ Per Jam t Track Loader ISlander Rp. 432.631,­ P", Jam 

V.1. Hand Traotor Slander Rp. 204.698,- PerJam 
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Rp 315.202,- Per Jam u. Hyd Bro,ker tandflr Rp. 319.617,-
, 

v.2. Tracto' SIarK'8r 

Slancar 

Keoil 

Stane'ar 

Ian,llr 

Stand" 

sland"s_ 

Stand" 

w. Asphalt Sprayer 

d4xer 

y.l. Mobiloa,; Kec. Tanjung 
Raya(PP) 

y.2. Mobil",.. Kec. Panco 
Jaya[PP) 

y.3. Mobil"'.. Kec. Simpang 
(PP) 

y.4. Mobil_a'; Kec. Mesuji 
(PP) 

y.1. Mobil_a'; Kec. Meouji 
Tinur(PP) 

y.1. MOOilil:~si gee.Way 
Sardang (fOP) 

y.t. Mobil_.... Kec. Rawa 
~Iu U1aro (?PI 

landa, 

.Per Jam , 

Rp. 211762,­ Per Jam v. Cold ~Iing Rp. 602.579,­tandElr Per JlJn 

Rp 68.911,­ Per Jam w. Mobi Tengkl Air Rp. 263.983,-Besor Per Jam 
Rp 3267302.­ Per Hen x. Mobil Tengki Air Keoil Rp. 196.382,­ Per Jam 

Stand~r Rp. 396.396,­ Per Jam 
Rp. 2537.302­

y. MobilM""'" 
Per Hen z. Cranes Rp. 451.4M,­ Per Jam 

... SlaJrlleI 

SIand" 

Rp. 115.636,­ Per Jam 

Rp. 3.662302.-
SIand" 

PerHari bb. Hand TrOctDr Smnd3r Rp. 204.698,­ Per Jam 

<Xl. TIlICIkX Rp. 315202,­ Per Jern 

Rp. 4.037.302,-
SIand" 

Per H8ri dd. Asphalt Sprayer Rp. 211.762,­ Per Jam 

eo. Mxer 
SIand" 
Keel Rp 68.911.- PerJam 

Rp 4787.302.­ [-Per Hari ff. MililiseSi Kec, Tenjung Rp. 3287302,­ Per HenSland" 
Raya(pb) 

gg. Wlilisasi xec. Panca tandflr Rp. 2.537.302,­ P"Hari 
Jays (PP) 

hit MobUisa" sec Simpang 
Rp. 5.182.302.- PerHarl 

landa, Rp. 3.662.302,- PerHaIi 
(PP)

Rp. 5.537302,- PerHari _r Rp. 4.037.302,-Ii. Mobilisalli Kec. Mos<4i PerHari 
(PP) 

j. Mri>ilisasi Kec. Mesuji Per Hali[S-~Rp. 4.787.302,­
Timur(FP) 

kk. Mobilisa. Kec. W"I PerHsri1S-1Rp. 5.162.302.-
Serdang (PP) 

II Mobilisasi KecRaws JibJ ISlando] Rp. 5.537.302,- PerHali 
UIBr8 (PP) 

-
7 Retribusi terminal 3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sahingga Pasa! 13 berbunyi sebaga Penulisan ayat pada pasa! 13 

Paeal 13h9rlnu~ 

2. keteANiR Passl 13 /wa (1).(d)dsA(3) ~iYBa~, 68~iRiBa 
berikut : disempumakan 

Pas.113 Pa8al13 
(1) Slrulrtur dan talit Tenninaf ....'.1' p"'''I'".".besamya Relribusi Slruktur dan Il'Jsarnya tarifRetribLisi Tenminal ditetap~an sebagaiberikut I 

PaM) 8~i88R T1I"'st p.g~(ir KeA~8FQQA PilAYFR~8A~ anA Bie ! ''''WFR a. Pelayanan Penyediaan Tell1l1at Par1<ir Kendara,n Penumpang dan Bis 
sebaga; benkul; Umum 
M'A KBAB8F88A +8fiI
 

a, o R6hwteR f3BRUfA,UIRB L1~I::IFR
 Jen s Kendaraan Talit Frekuensi 
a. AF'gltulsA ~ilElsBElaA .\,llQ9ro i'ekBii "'S8WltR!' a, Bus Jesar Rp 2.500,- Sakali masuk;;;,R!' 4,OQQ,­ -5slteJiM88Wh~Mlle 

b. Bus 3edang Rp 2.000,- Sakali masuk 
~. AA§hldttA eW8YMWFR 

a, Anai'.utan pedesaan 1.000,-Ro Sekali masuk
........-Ilt.......
 R!' ~ ,.:::::: ::~~ I~........
 ~Sli81i FR88WkR!' ~ 

L ~ 
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I 

(11 'tfwlawr dell bS6arFl¥S taRf n8IR~y;i +BJmiAaI YRtyk pelayaRaR 
peFflaldaA terRP~ daR fasilitaG laiR ElftEHaplE9R sehagii ~eFilttt..: 

PelishBisR Telflp8t +ooil FKlk\t8R8i 

8, TSMl1et ItsgiatSR WBIAS I!I e",~ ., 4;!S,llQllr Jf;MlMtsl=l tiM 
~8Rt4R tiiA'loiFlBl, kiee 

~. FSBNile$ beiR: 
1) lzal'lit ., ~lr ,fWAit.itstlWFI 

<!l WC' UFRWFFI 
wliFuij ~ +.ilIIlr llekBIi 
~;ISq8 sirtJilBEu :: Mlllllr llekBIi 
a,.su~! &iF heell ~lr llekBIi 

b. Pelayanan Penyediaan tempa! usaha dan fcSililas lain ditetapl:an 
sebagai berikut : 

Pem.Kalan Tampal Tari! Frekuensi 
a.Kos Rp 126.000,. Par m2ltahun 
b KanlDrlLol'al Rp 1.260.000.· Par unitltahun 
C. WCUmum 

1. mand' Rp 1.500.- Sel<ali 
pemakaian 

2. buan" airbesarl1<ecil Rp 1.000,. Sel<ali 
pemakaian 

d. Pelayanan parI« Kendaraa1 
pribadi: 
1. Kandaraan bermotor roda :2 Rp ............. SaKaii parkir 

(dua) 
2. Kendaraan bermo!or roda :3 Rp SaKaii parkir 

(Iiga) 
3. Kendaraan barmolDr roda " Rp .,.......... Sekali parkir 

(emp,,!)i1ebn 

I 

I 

8 RetriblJsi Rumah 
Polon!! Hewan 

I 

I 

I 
LL­

3. Ketentuan Pasal18 diubaih, sehingga Pasal18berbunyi sebagai 
beriKut 

Pasal 18 
Struktur dan be:larnya tartt Retribllsi Rumah Potong Hewan 
d~elal Kan sebagai bertkut 

Mia 
We. Ileiel'<­ ~~ W 

4­ P8FM8FihB(~ 

~ 
.... , ioIIef 

li81l8~Biap r;;l~ § QQQ, ioIIef 
"8lsHlerltek - l"I~ ~,iQQ, ioIIef 
B8~ ehuN SeA 
B881i1~8~B~ 

i! PBFMsltaiaA 
~. 

.... ~fl 4:liQQ, IBkerA:laFi 
~ l"Ifl B,QQQ, 'eltel4RsFi 

"""'"" ~f3 1.QQQ, Jeh8~'t:laFi 

... PBFI=IsheisR iI. ~~ilIuiFHY ~fl i,fiOQ;........R, 'eh8~aR 

Ie"'fl'll e.-lleI>i Jegg, ---+lI> 'BhB~'ABFi 

f3BAi8hIR~1ift f.KSfAliliR!}' MlllQ,. 'Bh9f'~aR 

4. PBFMI~8i8R &I a8fJillItemBIiI ~ ~tQQQj......Rp /'8h9~aFi 

Ie"'fl'll e.-lleI>i 1.9QQ, ---+lI> '8lt8~tRB~ 

Il6iiI-> " iQQ,­ 18li9~~aR 

~ 
10. PBFflshai8R •• a9f3LlEef88y ~t3 2.QQQ, -~ ~. QSBi Flf3 2.QQO; 

8. KBFA!" A~ d,QQQ,- , 

4. Ketentuan Pasal18diubah, sehingga Pasal18 berbunyi sebagai berikut 

PaHai 18 
Struktur dan b!'sarnya tarit Retribusi Rumah Potong Hewan diletapkan 
sebagai berikut 

No. Janis Jenis Temak Tarif rekuensi I 
Pelay<lnan 

1. Pamenksaan a. Sapilkertlau Rp5.1100,­ lekor 
kesehalar b.Babi Rp5.lIoo,­ lekor 
tlewan ter,ak c.Kambingldomba Rp 2.)QQ,­ lekor 
sebalum cipotong d.Unggas Rp .......... lakor 

2. Pamakaia' a. Sapilkertlau RpHOO,­ lekorlhan 
kandang b.8abi Rp5Joo,­ lekor/han 

c.Kambingldomba RpHoo,­ leKorlhan 
d.Unggas Rp ......... lakorlhan 

3. Pemotongan a. SapiJkertlau Rp3.tOO,­ leKor/han 
hewan ter,ak b.8abi Rp 3.tOO,­ lekor/han 

c. Kambing/domba RpHoo.­ lakor/han 
a.Unggas Rp ......... lekor 

4. PemaKalan a.SapiJkerbau Rp 2.(00,­ lekor/han 
lempat b.8abi Rp 1,(00,­ lekor/hari 
pelayuan c. Kambinu/domba Rp 500,­ lekorlhan 
daging d.Unggas Rp ......... lekorlhari 

5. Pemakaian a. Sapilkerbau Rp 2.000,­ Ikm/ekor 
angkulan b.8abi Rp 2.000,­ Ikm/ekor 

c. Kambinllidomba Rp 2.000,- Ikmlekor 
d.Unggas Rp ............... Ikmlekor 

Pasal 18 
menambah 
unggas 

~isempurnakan der\gan 
objek retribusi llntuk 

I 

I 

I 

~ 
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9 Retribusi Tempa! 
KhuSus Par1lir 

4 P8Aa""8a~aPo ga~ VI a liaR p8RaM~a~aA 1~8teAQlifl f2asal' 
18,A.,!Ri,18Q,1 RQ,dsA 18e )'aRI he"wRYi 6sIJsiai geAkYt: 

BAB-lI 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek, dan Subjek Relribusi 

Pasal4aA 
Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parlcir dipungut Rettibusi sebagal 
pembaylJan alas pe!ayanan lempal khusus Parlcir disediakan dimiliki dan 
latau dikelola oIeh Pemerintah Daerah. 

5. selelah pasal18 disisipkan 3(tiga) Bab yaitu BAB VIA, BAB VIB, dan BAB 
VIC, sehingga BAS VI bertlunyi sebagai berikut : 

BABVIA 
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PAAKIR 

Sagian Kesatu 
Nama, Objek, dan Subjek Relribusi 

Pasal18a 
Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parlcir dipungut Relribusi sebagai 
pembaya-an alas pelayanan lempa! khusus Parkir yang disediakan ~miliki 
danJatau dikelela oleh Pemerintah Daerah. 

Bab VI disempurnakan 

(1) 

(2) 

PasaJl8C 
Subjek Rebibusi Tempat Khusus Parlcir adalah orang pribadi 
atau Badan yang menggunakanJmenikmati pelayanan jasa 
Tempa! Khusus Parkir. 
Wajib Relribusi Jasa blsalla adaJah Orang pribadi atau Badan 
yang menuM ketenlilan peraturan perundang-undangan 
Relribusi dilllajibkan untuk melakukan pembayaran 
Rertribusi, 1ennasuk pamugut atau pernotong ReFlribusi jasa 1empa! 
Kh usus Parkir. 

(1) 

(2) 

Pasal18 c 
Subjek Rebibusi Tempat Khusus Par1dr adaJah orang pribadi atau 
Badan yang menggunakanlmenikmati pelayanan jasa Tempat 
Khusus Parlcir. 
Wajib Rebibusi Tampa! Khusus Parlcir adaJah Orang pribadi atau 
Badan yang menuM ketenlilan peraturan perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembaYlJan Rertribusi, 
tennasuk pemugut atau pemotong Relribusi jasa tamp atKhusus Parlcir, 

Pasal18 c disempumakan 

(3) QwltWf'leA laiR YiAB dip9F6aJAshSR selJa8ail:~aAa ~akewg pasa ayat 
(~) Elapat ~8rYfJa kaAiis; kWfJ9A; daR l(artY ~8F1angiQflaA. 

PasaI-l-iQ 
Tingkat Pengunaan Jasa Tempa! Khusus Parlcir diukur berdasarkan jeI'i& 
teFRJ)at jeAis IteAEliHaR gaR jangka waktu penggunaan leM~at KAU&Y6 
IlaIkiF 

Bagian Ketiga 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal.\3l! 

Pasal18 d 
Tingka! Pengunaan Jasa Tempa! Khusus Parkir diukur berdasarlcan jangka 
waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan 

Baglan Ketiga 
Struktur dan Besamya Tarif Retribusi 

Pasal18 e 

PasaJ 18 d disempurnakan 

Pasal18 e disempurnakan 

Ne 

~ 

.leAi6 

TeR'lpatldsRia 

I(sR€laFaaA 

PaFltir Ei PslatarsAJ 
liRgltYAI9A parlj" liaR 

.IeRis 

l(eA~aFaaA 

TaAl ~P) KeteFaAgSR 

Besarnya tarif retribusi lempa! khusus parlcir ditetapkan sebagai berikut : 
a Truk Tronron Rp ........... Sekali parkir 
b. BusiTruk Rp ...... , ... sekali parlcir 
c, sedanljeepimikrobusimikroleU Rp ........... Sekali parlcir 

pick up 
d, Sepeda motor Rp ........... Sekali parlcir 
e. Kendaraan bermotor roda 3 Rp ........... Sekali par1<ir 

(tiga) 

tiAlaA fiaFkir 

a QedwRg PaRE!r 

;I PaFliir iR6ideA1i1 
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10 Retribusi Tempat EAB VI B
 

Rekreasi dan Olah Raga
 
BAa III 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN O.AHRAGA 
Bagian Kesatu Bagian KesatuI Nama Objek, dar, Subjek Retribusi Nama Objek, dan Subjek Retribusi

I Pasal4ij;: Pasal18 t 
Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungul Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Dlahraga dipungut RetribusiI alas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisala dan OIahraga yang 
Pariwisata dan OIahraga yang disediakan dimiliki dan INau dikelola 
Retibusi 88~agai ~llRlllil\'- alii; 'lIIA.aiaR :Jl!Tllal. Rekreasi, 

disediakan dimiliki dan latau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
Pemerintah Daerah 

Pasal18 i 
TIngkat Pengunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Dlahraga diukur 

PasaI4iI 
TIngkat Pengunaan Jasa Tampat Rekreasi dan Dlahraga diukur berdasarkan 

berdasarkan JaM +e1Hllal; bRB Pe~aIlBiaR HliIitae Tempat frekwensi, jenis dan jangka waldu layanan dikalikan !aIC~. 

rekreasi dan oIahraga 
I 

BagiEn Ketiga Pasal18j 
Slruldur dan Besarnya TalitRetribus,j Besarnya !alit r<ltribusi Tempa! Rekreasi dan Olahraga di1etapkan sebagai 

Pasal18J befikut: 

Tarif (F:P).lenis Pelayanan Tarif (RP) Jenis Pelayanan FrekwensiNo ~FaA9aR NoI 
~~~ iaiaA SBI'8Ri RekJeeGi €lilAI 1 empat rekreasi ..t, .~ ••WatarI_ Sekali masuk 

b.Sarana bebek-bebekan ~p 5.000.­
a.vJaterboom. ~p 10.000.-

Sekali pakai:: c. Pemancingan ~p ...., .. Ditimbang. , . ... &,QQ(I~ men9kuti 
harga pasar

liQO,OOQ;'ys&t J-Isyse& d.Sewa Tempat Kuliner ~p 150.000, Per bulan 
4, ~lQQ2nlYA8 Ser:!ea QYRe = 2 ElIllI:'at OIah Raga...... .,000.099., Per kegiatana.GOR ~p .. ,.... 

Per kegiatan ,b.Lapangan tenls ~p ........
.l8Rlu • ' to, ..J 
.n. 

I S8F~a QWA8 Keeil ~ 
7, ·~9FF1fJat KyliA8F ~ 
fl, 1liliIRIleA9Pe-1GlHlflI'l 

~,ylj 

t:\aJgBt:1a~ 

PSR9Rlhat:laA gaB \ll 8 ~aA ,9ASR:lhaABFI kste ANaR Pasel 18K. -Ii. 
1Rb:,1iU,18.J,1 gO yaRg ~eFhYAyi 6sIJsBsi ~eFiltl:lt : 

5 

, Bab VI B PasaJ 18 t disempurnakan 
sesuai PasaJ 136 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 

PasaI 18 i dise~rnakan sesuai 
Pasal 151 iUndang-Undang Nanor 
28 Tahun 2009 

- Pasal 18 j disempumakan tmya 
mencantullkankan objek relJibusi 
Tempat Rekreasi dan olah riQa 
sesuai PasaJ 136 UU 28 T:I1OO 
2009 

- Objek yang sebelumnya 
tercantum dalam Ranperda '981' 
dimasukan dalsm objek re1ri~usi 

pemakaian kekayaan daerah 

Angka 6 dihapus kerena telah 
digabuna oada angka 4 
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2 

Retribusi Produksi 
Usaha Oaerah 

I 1 

I PM~~ 
I Dengan nama Reribusi Penjualan PlOduksi Usaha Qef;Il\ dipungut MlillY6i 

sebagai pembay,nn alas penjualan Produksi Usaha ~ 

Pasal~ 

I 
(1) Objek Retribusi Penjualan Prc,dlAa:i Usaha Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ad<lah penjualan hasil produksi usaha 
Pemerinlah Daerah. 

(2) Dikecuali~an dai objek Retriousi sebagaimana cfirnaksud pada 
aya! (1) adalah penjualan prodLksi oleh Pemerintah, BUMN.BUMD 
dan Pihak Swasta 

4 

PMaJ 18 k 
Dengan nama Reribusi Penjuaian Produksi Usaha Daerah dipungut alas 
penjualan Prodj(si Usaha Pernerintah Daerah. 

PMal181 
(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal ... adaIah perjualan hasil produksi usaha 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek RetJibusi sebagaimana dimaksud pade ayal 
(1) adaIah penjualan produksi oIeh Pemerinlah, BUMN.BUMD dan Pihak 
Swasta 

5 

PMaJ 18K Pasal 127 hUruf k 
Undang-Undeng Nomor 28 Tahu~ 

2009 

PasaJ 18L disempumakan Pasal 
138 Undeng-Undang Nomor 28 
Tahun 200E 

PMal~ 

(1) SUbjek Retribusi Penjulan Produ~si usaha Oaelah adalah orang 
pribadi &tau badan yang fil8A89YA*aA:' _"Must PSl91jaAaR jaee 
~BAjYala" produksi usaha daerah. 

(2) Wajib retribusi Jasa l.Isaila adalah orang pribadi alau Badan yang 
menurul ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi 
diwajibl\an untuk melakakukan pembay,lI'an Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemolmg Retribusi Jasa Penjualan Produksi 
Usaha Oaerah. 

Pasal~ 

Q9sar~ 1=arif ~etFi~w8i PeAjYalan Pre~whBi bleaJ:la Qa8F8R akSA 
~iaklr dalif'R PSFetufQA 8wpati 

(1) 

(2) 

1 
2 
3 

Pasal18 m 
Subjek Retribusi Penjulan Pnoduksi usaha Daerah adalah orang 
pribadi a1au badan yang mentjleroleh produksi usaha daerall. 

Wajib rellibusi Penjualan Produksi Usaha Oaerah adalah orang pribadi 
alau Baden yang menurut ketentuan peraturen perundang undangan 
Retribusi diwajibkan unluk melakakukan pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut alau pernolDng Retribusi Jasa Penjualan Produksi 
Usaha Daerah. 

Ikan nila 
Bibit sawi! 
Os!... 

uksi I Ukuranl 
Volume 
5cm 

60 em 

PasaJ IBM disempunnakan sesua 
Pasal 139 Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 

Pasal 18 0 disempumakan 
penetapan tariff retribusi tidak dapat I 
diatur dalilm Peraturan BIJPati 
sesuai ~etentuan Pasal 156UU 28 
Tahun 200E 

12 Retribusl pasar grosir 
dan/alau pert.okoan 

Pasal-liP 
Dengan nanna RelJibusi pasar !JI'osr danlatau periokoan dipungut 
Rebibusi sebagai pembaya-an atas pelayanan ,BAV88isA fasilitas pasa­
grosir BBFD8gai jeAis ~aroQAg, ~aR fa6ilitas fjaswl peftekesA yeRH 
~ik8RIIoaI~aA 

7-. PeRaFA"a~aA 9Ai ~ ~ ~aR pBAaFR~ahaA J~teFRYaA Pasal 
1QP,18Q;18RARS.18:r yeAR ~8FiYRyi 69tlSgai ~8Fiky~ 

I 

BABV 
RETRIBUSI PASAR GROSIR DANIATAU PERTO<OAN Bagian Kesatu 

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 
Pasal18 p 

Dengan nana Retribusi pasar grosir danlatau pertokoan dipungul Retribusi 
sebagai pembaya-an alas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/alau 
periokoan 

~ 

PasaJ 18 p, 
disempumaken 
menyesuaikan 

18, dan 19 
penomoran 

Ketentuan angka 7 dihapus karena 
telah digabung pada angka 4 



9 

1 2 3 4 5 

Pasal-14lQ Pasal18 q Ketentuan Pasal 18 q 
(1) Objek Retrlbusi pasar grosir danlatau pertokoan sebagaimana (1) Qbjek Retribusi pasar grosir danlatau pertokoan sebagaimana disempumakan sesuai kelentuan 

dimaksud dalam pasal ~ adalah JMlAY8~iaA fasililas pasar grosir dimaksud dalam pasal ," adalah penyediaan fasjlitas pasar grosir berbagai Pasalk 129 UU Nomor 28 Tahun 
berbagai jeois baang, Y8AB Eli6B~ial€aAJ4i&eleR&QaFalu.R Ble~ jenis barang, dan fasililas pasar!pertokoan yang 2009 
Pemerintah Daerah, dikontrakanldisediakanldiselenggarakan Pemerintah Oaerah, 

(2) Oikecuaiikan dari objek RetribllSi sebgaimana dimaksud pada ayat (2) Oikecualikan dari objek Retrtusi sebgaimana dimaksud pada ayal (1) 
(1) adaiah fasilitas pasar yang disedikan, dimiliki, dan latau dikelola adalah faslitas pasar yang disedikan, dimiliki, dan latau dikelola oIeh 
oleh BUMN, BUMO, dan Pihak Swasta, BUMN, BlIJO, dan Pihak Swasta. 

PasaI.IiR Pasal18 r Ketentuan Pasal 18 r 
(1) Subjek Relribusi pasar grosir danlatau pertokoan adalah orang (1) Subjek Retribusi pasar grosir danlatau pertokoan adalah orang prtbadi disen¥Jumakan sesuai ke!ellluan 

pribadi atau badan yang menggunakanl l!loAilll!leli ~olayaRaA jaoa atau badan yang menggunakanl memakai fasilitas pasar grosir danlatau Pasalk 139 W Nornor 28 Tahun 
pasar grosir danlatau pertokoan pertokoan yang dikontrakanldisediakanldiselenggarakan Pemerlntah 2009 

(2) Wajib rebibusi jaoa Y6a~a adalah orang Pribadi atau Badan Oaerah.
 
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
 (2) Wajib retribusi Retribusi pasar grosir danlatau pertokoan adaIah 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranRetribusi orang Pribedi atau Badan yang menurut ketentuan pera1lJran 
lennasuk pemungut atau pernotong Retribusi Pasar Grosir dan IAtau perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
Pertokoan, pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 

Pasar Grosir dan latau Pertokoan, 

Pasal4i& Pasal18 s
 
Tingkat penggunaan jasa pasar grosir danlatau pertokoan diukur
 Tingkat penggunaan jasa pasar grosir danlatau pertokoan diukur berdasarkan 
berdasarkan lekasi 9atWA9A, jeAis teFRpa; taFit, jaRgka waktw P8FRSkaiaR janis dan jangka waktu penggunaan Pasar Grosir danlatau pertokoan, 
Pasar Grosir danlatau, 

Pasal4i+ Pasal 18 t Pasal 20 disempumakan sesuai 
Besaran tarif retribusi pasar grosirl pertokoan diletapkan sebagai berikut : pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 

2009 dengan mencantumkan jenis 
NO I FASIUTAS LOKASl LUAS TARIF KET objek retribusi 

1 I TokolRukol Tengah Ibulanlt'" m2 Rp""
Kios Pinggir ", m2 ahunlha 

2 I Los 
Rp""

Tengah ri 
Pinggir 

Rp ".,'" m2 
'" m2 Rp"" 

L3J Toilet Rp"" 
OsL I ' Rp" 
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-­

Paesl3Q . Pasal 39 dih~us sesuai UU 12 
PIal Ral Y8R8 tJehlM ~iaNr ttalBlfl PsratYr9A QaeFS~ iRi 6spaAjaAg Tahun 2011 tjdak diperkenankan 
R1~Rg8Aai tekFtis peiskeaA8aAAya a1C1R' ~iat\lF ~8AgaR PeFalwraA i ..pali, adanya delegB$i blanko 
QaR Elite.kill paiRS IElfAsat 1 (-J ta~l:IA eejak PSFiHwaA ga8r:a~ iAi 
RWlai ~eItakY. 

13 Ketenluan Penulup Pasal " Pasal" Pasalll disempumakan 
PfIl'aturan Daerah iniberlaku pada tanggaJ diundangkan. Peraturan Daerah ini bet1aku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang tlepaknengetahuinya, memerintahkan pengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penglffidangan Peraturan 
Peraturan Daerah iN dengan penempatannya daJam lembaran Daerah Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen 
Kabupallln Mesuji. Mesuji. 

14 lembar Pengesahan Dilelapkan diMesuji Dilelapkan diMesuji Penulisan pejabat yang 
dan pengundangan pada tanggaJ 2017 pada tanggal menetapkan din mengundangkan 

BUPATI MESUJI, BUPAn MESUJI, tanpa garis bawah dan !embar 
penelapan dan pengundangan k<lla 

ltd 'pada" dletik menggunakan huru! 
keeil semua. Pengetikan narn;t 

I(IzIA\4N¥':1 KHAMAMI pejabat yang menetapkan dan 
Diundangkan diM/lsuji mengundangkan simetris 

Diundangkan <Ii Mesuji pada tanggaJ 
Pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, 
&iKRIi+O;RIS gAI!RAI-t 
KA8bJR4.+etl"'I!Sbl~l, 

RIZAl FAUZI 

RI~a.b j;PJr:I~1 lEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR... 
lEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR... 
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II. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumullan Penyempumaan Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Konsideran menimbang a. iJahwa Rei'oihlllsi Qa8Fah FA8FUpakaA salah saw &YMBSF pSAd8ltataR 
"saFaR yaAI peMAI gYR.9FA~i8¥ai pelaksaAaaA PSR:l9AFiaAan 

a. bahwa Re1ribusi Daerall merupakiln salah satu sumber pendapatan 
daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemefintahan 

Kon6ide:ran menimbang 
disempurnakan 

llaeIaII; Daerah; 
8. hal:v"'Q 1~8ijal(aR R8iFi~1Il6i QaeFiA dilal(6aAaksA IiSFdasaAcsA ,RRS' b. bahwa kebijakan Re1ribUSi Daerah dilaksanakiln berdasarkan prinsip 

delJl9kf8Si, ,9MB_8A iaA IwadilaA, J18F8ll 8eRa FM8SYWaluH; dQA demolcrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan 
akWM:asiNtas deAlaR FM9Mfl8FhatiliiA 'NASi daiFilA: akuntabilitas dengan memperhalikan polensi daerah; 

8. tJahwa dSAgSA telaf.t d",kaARya bfAdaAg bfAdsAg ')SRl8F 2M TaRWA c. bahwa untuk melaksanakan pemungutan re1ribusi jasa umum 
2gg9 teAtaAg Pajah QSBFaI:1 ~aA Aeli&Jusi Qaerilh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji teIah menehlpkan Peraturan 

~, h~t'la f;lSA:tBAMat:l gaeFa~ KS8yPateA M8SYji .IsA FRBAeapltaA Daerllh Kabupaten Mesuji Nornor 03 Tahun 2012 tentang Re1ribusi 
PeratwrM QSSFaA KSBwpateA tA8IIYji 'IeMSf 93 TahYA ~g1~ teAtaAg Jasa Umum, namun dalam perkembangannya Peraturan Daerah 
R&tJ:iliysi Jaaa bJfAY~, AiMUIA ~a1aFR iFApIBf'1BAtasiA\"9 t&F~a,at RetA~Y6i dimaksud perlu disesullikan dengan peTa\iJran perundang-undangan 
~aea bJFR1;J~ yaAS IMih:'1:Jl t8FeaRtYFR ~alaFR PB~FaR QaeFaA ~iFR,k&u&l yang ber1aku sehingga perlu dilakukan perubahan; 
e8RiR!ilB8 peRil tlilakykaA P8AYt6Yai8A; d. bahwa berdasarkan pettimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 

8. ~aA.....a I;)SFei68FlEaR psFtiFRbaAB8A 68~agaiJiJ1aRa ~i~.6Y~ ~ala", hYFYf huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
9, hUM ti, RY",f 9 daA RWFyf €I peF!w fAeNe_lt PSFawr9A Qser:at:\ Mesuji tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nemor 03 Tahun 
KahypateA "B&wji teAtaAg P9FU~aRaR 1~8 PSFaNF8A QaeFah NeMer 93 2012 tentang Retribusi JasaUmum; 
+sAIIA ~91 ~ TeRtiAB RetAlJusi Ja&a'dAWFR; 

3 Dlktum Menetapkan Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN Diktum Menetapkan pOOa akhir 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI kalimll! diakhirl dengan tanda 
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI baca tNik 
JASA UMUM JASAUMUM. 

Pasal2 1. Ketentuan Pasal 2diubah, sehingga Pasal 2berbunyi sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 clisempurnakan 
Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerllh iniadalah : Pasal2 karena pelayanan Adrmistrasi 
a. Rebibusi Pelayanan Kesehatan; Jenis Rebibusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah : kependudukan berdasartan UU 

I b. Re1ribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 
s. R8tFi~y&i PeABBaAlaA 8iaya bSta!( Katw T~Ela PBA~yElYk EISA Alia 

a. Rebibusi Pelayanan Kesehatan; 
b. Retribusi Pelayanan PersampahaniKellersihan; 

24 Tahun 2013 lBnlang Adm 
kependudukan tidal<: dikenakan 

QatalaA Sipil; c. Rebibusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum; biaya 
d. Rebibusi Pelayanan Parkir diTepi Jalan Umum; d. Rebibusi Pelayanan Pas<r, 
e. Rebibusi Pelayanan Pasar; e. Rebibusi Pengujian Kendaraan Benrotor; 
f. Rebibusi Pengujian Kendaraan BermotDr, f. Rebibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 
g. Rebibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Pasal3 2. Kelafltuan Pasal 3 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif rebibusi jasa umum berikut : 

ditetapkan dengan memperhalikan biaya penyediaan jasa yang Pa8813 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas (1) Prinsip dan sasaran dalarn penetapan tarif re1ribusi jasa umum 
pengendalian alas pelayanan tersebut diletapkan dengan memperhalikan l*lya penyediaan jasa yang 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan 
dan peQ'leliharaan, biaya bunga dan biaya modal. elektivitas pengendalian alas pelayanan tersebut 
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(3) 

(4) 

Dalam h31 penelapan tarif SI,penuhnya mempenatikan biaya penyediaan 
jasa, maca penelapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 
Rebibusi Penggantian Biaya Celak Kartu Tanda Penduduk dan AIcta 
Catalan Sipil dan Rebibusi Penggantian Biaya cetak Pela hanya 
memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. 

(2) 

(3) 

E~aya sebagaiman3 dimaksud psda ayat (1) meliputi biaya 
C1perasional dan pemeliha-aan, biaya bunga dan biaya modal. 
Dalam hal pane~an liIif sepenuhnya memperhatikan biaya 
Jl8nyediaan jasa, 'lIaka penetapan lan! hanya untuk menutup 
sabagian biaya. 

Pasal 3disempumakan 

4 Retribusi Pelayanan 
Kesetlatan 

tKetentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal8 
Struktur dan besarnya t ,3rif Retribusi Pelayanan Kesehatan di 
Rumah Saki! Umum Daeraladalah sebagai tlerlkut: 

A.. PELAYANAN MEJIK 
4 j;letFillwGi Pel8¥llIlilA lA8~ik 

~~aAf+iAdal(aA Pelil(liAik Qe~ah 

Jasa Jasa 
No Jenis Pelayanan 8arana Jumlah 

TIndaikan (RP) (RP) 

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga ~asal 8 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal8 
Strul;lur dan besamya tarit Retribusi Pelayanan Kesehatan di 
Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai belikut: 
a. PELAYANAN MEDiK 

1. Pelayanan Ral\'at Jalan 
a. Petal anan Poliklinik Badah 

Jasa Jasa 
No Jenis Pelayanan Sarana Jurrlah 

TIlldakan (RP) (RP) 

- Ketantuan pasal 8 
disempumakan cengan 
mellgubah frase Tarif 
tindakan diubah menjadi 
Pelayanan. 

- Dengan adanya perubahan 
frasa tersebut maka 
ketentuan selafljlllnya 
manyasuaikan. 

1 

2 

Insisi 

Eksterpasi 

60.000 

120,000 

90,000 

1110,000 

150,000 

300,000 

1 

2 

Insil;i 

Eks':erpasi 

60.00 
0 

120,000 

90,000 

180,000 

150,000 

300,000 

3 Khitan 60.000 90,000 150,000 3 Khit3n 60.000 90,000 150,000 

4 Biopsi 200.000 300,000 500,000 4 Biopsi 200.000 300,000 500,000 

5 Cuci luka 6,000 9,000 15,001) 5 Cuci luka 6,000 9,000 15,000 

6 

1-- 7 

Rectal 
touche 

Aft Hecting 

6,000 

6,000 

9,000 

9,000 

15,00')­

15,001) 

6 

7 

Rectal 
touche 

Aft liecting 

6,000 

6,000 

9,000 

9,000 

15,000 

15,000 

8 Buka Gips 20,000 30,000 50,001) 8 BukaGips 20,000 30,000 50,000 

b. 

9 Ganti 
Perban 

Dan seterusnya 

5,000 7,500 12,50') 

b. 

9 Gar,ti 
Perban 

Dan seterusnya 

5,000 7,500 12,500 

~ J 
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Bagian II 2. Rawat Inap 
Rawatlnap a.TaJifdl masin\rmasing Kelas Perawatan 

a.Tarif di masin\r masing Kalas Perawalan 

No 
KELAS AKOMODASI 

IHARI 
Rp 100.000,­

JASAMEDIK 
VISITE/HAR1 
Rp 40,000,­1 VIP 

2 Kelas I Rp SO.OOO, Rp35.000, 

3 I<elas II Rp40,000, Rp25.000, 

No 
KELAS 

VIP 

AKOMODASI 
IHARI 

Rp100.000,­

JASAMEDIK 
VlSlT£/HARI 

Rp40.000,­1 
2 Kelas I Rp50,000. Rp36.000, 

3 Kelas II Rp4O.000, Rp 25.000, 

Biaya Visitel<onsul Dokter I Dokler Ah"(Kontak I) alau konsul 
Blaya VISi\ekonsul Dolder I Dok1er Mli (Kontak I) alaukonsul antar baaian 
~tarba ian
 

Visile
 Konsullasi
 
No
 Kelas AntarDokler Dokler 

SpesialisUmum Spesialis
 
1 ViP
 60,000 50,00025,000 

2 Kelasl 50,000 40,00020,000 

3 Kalas II 15,000 35,000 30,000
 
4 Kelaslll
 10,000 25,000 20,000 

Dan selerusnya .. 

No Kelas 
Visite 

Dokler 
Umum 

Dokler 
Spesialis 

Kansultasi 
Antar 

SpesiaJis 

50,0001 VIP 25,000 60,000 

2 Kelasl 20,000 SO,OOO 40,000 

3 Kelas II 15,000 35,000 30,000 
4 Kelaslll 10,000 25,000 20,000 

..... , ... ..........
 Keterangan pada Rujul.., 
KetSJ8R!IlR . Kelerangan : Ambulanre disempumaklll1 

- Jasa Perawet Pondamping dikenakan retJibusi apOOHa ada pendampingan olehJaBS PSIiEI"'9t P8R~aRl:~iAB s,ssNa aela 'SI1BBl'\liiJl{t8R Bli~ ~8FBNSt: 

AIfl~1II:18RB8 PYSliBSfflSB li8Sh Bk9ji~ItIlR hall:lBF perawal 
- Ambulance Puskesmas tidak diparkenankan keluar KOOupaten untuk 

ffttjblltBA 88~8Rj8F1B), jilts sifJeFllllkBl1 sahiM h888a8R K18RSSBalt ~iP8FhBI8~ltBR 

K8eulistsR lIIF1lYh JRsRjS88 ~iFtiFki RJfultBA 
monjaga hirarki rujukan (rujukan beljenjang)" 

BBpeAjBRS pBBieR te18~ sireJiBA=lBA88Bih8R BIB~ tllstusse FR8Si8 liaRS siEtsJiRfliA§i - Dalam keadaan mendesak ambulan", Puskesmas dipertx>ehkan kelua' dan 
e19~ ~eF8tR8Iitel ~BF9;"8t Kabupaten sepanjang lelah direkomendasikan oleh pelugas madis d"" 
QeleFR ~el J!9F1!)Bl'lhelieA 1888 Pel9)'8RBFI kBPl:ISlt98IMS9 yeAS IiJi1BRja~i ~8A~.atBA didampingi oleh paramadis! parawa' 
Pl:IsltseliFl8B 8~818~ J8il8 Q8~iF BM .'888 PSFtl"st JlSR~SfAJljA§' 

, 

Retrbusi Pelayanan5 Ketonluan Pasal 14 disempuma..n 
PorsampahanlKebersihan 

2. Ketenluan Pasal14 diubah, sehingga Pasal14 berbunyi sebagai borikul. 4, Kelen/uan Pasal14 diubah, sehlngga Pasal14 berbunyi sebagai berikul: 
Pasal14
 

Slruktu, dan Besamya tari! Retnbusi Pelayanan
 Pasal14 
PorsampahanlKebe~han adalah sebag.i betiku!: Struktur dan Basamya tarit Re~ibusi Pelayanan 
a. Perumahan diJl. PlOtokoiPlOvinsi sebesar Rp,7,500lbln Pe..ampahaniKebersihan adalah sebagai beriku!: 
b. Porumahan di jl KOOupaten sebessr Rp, 5,0001 bin a. Perumahan diJI. ProlokollPlOvinsi ..beser Rp,7,500.- /bIn 
c.Komers~: b. Perumahan dijl Kabupaten sebesar Rp, 5.000,-1 bin 

Perlokoan,ruko,k"s,los amparan sebesar Rp, 2,0001 han pasaran; c, Pertokoanlrukolkioolloslamparan sebesar Rp. 2.000.- 1han 
Pasar trad isonal Rp. 2.000lhan pasaran; d. Rumah sakit swas1a Rp. 1O,000,-/han 
M"i Market Rp.2.000lhan; e. Kanto,lPerusahaen Swastal8UMDIBUMN 

d,Perkanloran: Kiinik Swasta Rp 5.000.- /han 
rumah sakit swasta Rp, 10,000/han 
klinik swasta Rp.5.0001 han 
perusahaan swasta,BUMD dan BUMN Rp,5,OOOI han 
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4. Kelentuan Pasal15, 16, 17, 16, dan 19 dihapus.6. I Re1ribusi Penggantian I 3. Kelentuarl pasal19 dihapus An9kal disempumakan rwena 
Biaya Cetak KTP dan Ak1f1 Bab VI I'asaI15, 16, 17, la, dan 
Ca1al2n Sipil 19 yan£ mengatur Retribui~ KlP 

telah ditapus 

Re1rib>Jsi Pelayanan Par1<it 4. Ket8Ailal1 Paeal ~g 8iY'-a~. se~iA8la Plasal4Q ~RYAyi 6stliisi tJeFikW 5. Kelenluan Pasal 20 diubah, sehingga PasaI20 berbunyi sebagai berikut Pasal 20 disempurnakan sesuai 
diTepi Jalan Umum 

7 
Paeal ~g Pasal20 ketentuan Pasal 115 UU '«lmor 

QSRiSA RaA1i: RetFi~ ..si PeIQf8F18A Pa~ir ~i Tepi JaiSR YAUlfR dipwAgLlt Derlgan nama Re1ribusi Pelayanan Parldr di Tepi Jalan Umum 28 Tahun 2009 
RllFiIJYsi 68~6t8ai P8M~A _ ,alarMS" fJ8A:tMiaSA tet¥lJlat fJsl4dFdi dipun9ut Retribusi sebagai pembaya'an alas pelayanan penyediaan 
.pijaiSA lURlIAUKtAJ... ~idalillll ,as.. )'SAl dltsAUrlaA davJ_ lempat parker di lepi j;!llan umum yang ditentukan oIeh Pemerintah 
diselsAIgar&1A 818~ PSA=I8FiFttah QS8Fatt 686Yai dSAgaA Ii8teRWaP: Daerah sesuai denllal1 ketentuan peraturari perundanll'undangan. 
tJ8faNFaA 1!8fYAflSAB wAllaRgsA. 

i. :::arl Paeal.a1 ~at (1) diytia~,68t:.iAgla PaGet .a1 ~8~yA¥i set. I 6. Ketentu:1n 5dan angka 6dihapus. Angka :5 dan angka 6 di1apUS, 
karena tidak ada perubahan 

Paeal ~1 

(1) Qkjek RHiuysi PelavaAsA Pat<; ,r . 
JlQR¥'9f1iiA pelaY8f1aaR; 1 ,... dO iI~. itePI deliA l:IAU'RI aeaIaR
 
PSSBP;'SAI di8RNk~ :::r I:.::~:~ ~RlW~ daM lata~ ElhlliaRl
 

i Kete~~aR Peflllul'8R ~eF~RdaRg YRdaR~aR. 88I'8A B9SYat dengaA
 
, a.91 ~ ~It:tlla~, &B~~~~~iMlai~ ~eHlYAyi 68S8!lai 88r~ 

aY~jBI( R8IRsysi PelQ¥iAaR PaFliF ~i lepi da\'1A IJFRYJR ~aA .<e&ly di
 
salsFR PBSii' a~a1aA 9FaRg ,ABasi saA/etaY l!iallaA lQRS A:lBRggYAlhaA
 
te~p at pe1Fhir ditepi jaliR YfRUfJI SiR,tatay disalaFf.J pasa- yeAR ditetil~ltaA
 

918~ P8~aFiAta~ Qa8ra~
 

Struktur dan besamya · 8. I\slsRlwaR Pseal 29 fP yillal lliw8aR, sSRil1gga Pasal 8Srllllllyi8 7. Kelen~Jan Pasal 29 diubah. sehingga Pasal 2!1 berbunyi sebagai IJerikut I -Ketentuan Pasal 29 
tarifnitribusi pelayanan &98Qgai 'i9Rkwt' Pasal 29. disempumakan tarlfI pasar Pssal21l dlsesualkan dengan tipe

(1) Stmktur dan besarny.3 tarn Retribusi P,:!ayanan Pasar diletapkan pasar:i, gtRslk1l4f 9iilR ~9GiUA¥Q tgfif 8it9t8pl,aA satagaiS&Alu.ti 
berdasarkan tipe pasOI' dan pemakaian fasHitas pasa.	 .

~la~aAM ~aSiF "9iQSir Rp, 1 iQQ; IRaQ PQ&"lriiAJ (2) Penentuan tipe pasa' sebagaimana dirnaksud ayat (1) diletapkan - Penuisan ayat dalam pasal
~lkQ; kis6;18G,ilJAfiRA) dengan Peraturan Bup.!IIi	 menggunakan tema kurung 

(....) 
I· 
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8	 Retribllsi Pengendalian
 
Menaru Telekomunikasi
 tatsplt8FI 8Elb8B8r~.I 

tI FibY FlI~iat:t) flSF 1't91l8F9 

liliRj8Y hSIfIBSli fJaliF'@ 

~8~8 8)81 ~) EI~8t.'t8R 

+aRt Relri3wei 
"'JIFiBW8i elit9tB~1i8F1 Mk 
S"'S8BR !ileA fJ8R!BRMHaR 

JB 'SBB Byat (1) MElI,'-j 
!IS" heiiewA ~BAg9\''''' 

1_ 

( 

(3) Struklurdanbesamya tarlf diletapkan Hebagal berikut: 

N,) Tlpe Pasa, d,n 
Tari' Freku:msiFaslitas Pasar 

1 2 3 4 
a. Pasar~D 

1) Klos Rp 1.25C1K1os Setiap pliOa,an 

2) Los Rp 1.00c,-/los Setiap pasaran 
f----­

3) Pelalaranlalnpar Rp 1.00c,-I Setiap pasaran 
an amp'ran 

" ­b. Pasar~C 

1) Klas Rp 1.25011<1as Setiap pasaran 

2) los Rp UXXl;-/los Se1iap pasaran 

3) Pelalaranlampar Rp 1.000,-1 Setiap p'lsaran 
an amparan 

G. Pasar foeB 

1) Klas Rp 1.25011<1os Setiap pasaran 

2) Los Rp 1.ooo..JLos Seliap p"saran 

3) Pelalaran/ampa, Rp 1.000,-1 Seliap pasaran 
an amcaran 

~-

d. Pasartipe A 

1) Taka Rp 1.500,-Im' Setiap pasaran 

2) Klas Rp 1.250l1<los Seliap p'lsa,an­

3) Los Rp 1.000.-ILos Seliap ps...'an 
4) Pelalaran/ampar Rp 1.000,-1 Setiap pasaran 

L an amoaran - ­
8.	 Ketentuan Pasal38 diubah sehingga Pasal 38berbunyi sebagai blrikut 

Pasal38 
(1)	 TIngkat penggunaan jasa diukur berdasakan jumlah kunjung<ln dalam 

rangka pengawasan dan pengendalian menara telekol11unikasi 
dik.3ilkan dengan in,jeks variabel zonasi penempatan menara 
telekomunikasi dan jElnis menara telekClmunikasi selama 1 (satu) 
tahlm. 

(2) Frekwensi kegiatan J)llflgawasan sebagamana dimaksud pada ayat 
(1) berupa jumlah kunjungan ke Iokasi menara yang di!etapkan 
set1anyak 2(dua) kali daam 1 (satu) tahun. 

(3) Ke!Jiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada arat (1) berupa 
kegiatan operasional Sistem Infonnasi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (SIDAMET) selama 1 (satu) tahun. 

Pasal38 disempumakan 

---.-J
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PII.Iall 

SlFull\llF ~aR besilRlya IaFif RlllFillYsi PeRgeR~a1iaR '~eRSfa TelellelllYnikasi 
~_kaR seBeSSf i!ll'. (~Ya ,MeR) daR Nilai JYaI Qlljek Pajak 1'ilR!I 
Eli,BFgYMiaR ;shagai da&ar P8A@AitYRBBA PajaJ~ 8YFl";Ji iaA 8aAgYASA MBAR 

'k' ....k· ""....asII8 t8FRYR~iQ81 69Ra nu "SAil peAga't"..assA daR peRgsH_laA 1J19AQF8 
lelekeAUJAikast 

I 
. 

4 

7.	 Kelenlu"" Pasal39 diubah sehirgga PasaI39 belbunyi sebaga; beril<ul: 
P...I39 

(1)	 Tarit R~tribu.i Pengendalian Menara Telekomunikasi drtetapkan dangan rumus 
sob..)a,ben1<ut: 

TPx ~RRPMT:te
Ke'angan.RPMT : Retmusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi
 
TP : Tingkat Pe1ggunaan Jasa
 
TR : Tam Relrlbusi 

(2)	 Tarit rellbusi pengendalian per-menara teleI<oITIunikai ditetapkan sebesar Rp. 
................ ( Rupiah) pelcmenara pertahun ddasar!<an 
pa<da biaya operasional pengendalilrl dan pengawasan dangan komponen 
biaya sebagai ben1<ut : 
a. ~o,.,rarium petugas pengawasen; 
b. traeportasl; 
c. Lang makan; 

(3)	 Satuan biaya untuk ma:ling-masing komponon sebagaimana d'esua""n 
deng.,n standar harga ya"l' ditel~n dongan p.raturan Bupali. 

(4)	 Besaran retribusi Pengendaiian Menara Telekomunikasi dihilung be'dasar!<an 
Indoks faktor zonssi pe1empalan menara leiekomunikasi yang citelapkan 
sebB!lai ben1<ul : 
a.	 Faklor Penempalan
 

Fakto r Penempatan Kofisien
 
Zona pa<dat 1,1
 
Zona sedang 0,9
 ~ 

b.	 Faktor Zona Jarak 
Faktor Zone Kc<8lisien KeIenlngan ~ mk 

Zone 1 0.9 Kec. Mesujl 
Zone 2 1 Kec. Mesu'i TlIlIur 
Zone 3 1.1 Kec. Pan,. Jaya. Kec Sirlpang 

Pemalang, «ee, Tanjung Raya, Kec WftJ I 

!	
~ 

c.	 Faktor Ketinggian ME,nara 
Faktor Ketinggian Menara KoefJsien ~ 

>81 Meier 1,1 
61-80 MeIer 1 

. 4-':1:;;-80~Meler 0,9 
<40 Mel"	 0,8 

d.	 Faktor Janis Mena-a
 
Faktor Jenis Penempatan Koefisien
 

Manara 
Menara Poie 0,9

I Menara 3 Kaki 1 __ ~ 

5 

Pasal 38 diubah sesuai 
Keputusan Mahkamah Konstitusi 
Nomar 46IPUU-XII/2014 tdnggal 
17No~mber 2014 

I
 

L-_--"- -'-	 . _ ~ Menara 4 Kaki 1,1 
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9 Lampiran L.AMPIRA~1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 
NOMOR 
TANGGAL 

Penulisan Lampiran disempumakan 

biaya 
yang 

PENGHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASAI~KAN 

FAKTOIl PENEMPATAN MEtlARA 

Pada Kabupaten Mesu~ berd,; 200menara Telkom. Pengawasan te"'ad~ 
masing-mooing menara adalah 2 keli dalam 1 (SlltU) tahun. Jumlah petugas 
yang melakukan pengawasan ke seliap menara ad~ah 3 orang dan 
metakukan penga.vasan Ill"'ad~ 2 menara per hari. L.etak menara 
ter1lebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Mesup yang membuluhkan 
biaya 1ran'POrtasi cukup besar. Pemda Kabupalen Mesuji menelapkan belanja 
barang dan jasadengan ketenlJan sebagai bortkut 
a. Belallja Pe~alanan Din",: 

• Biaya transportasi @Rp 6OO.000.-/ljmt1.ari (merupakan 
transportasi rata-rata untuk mengunjunli menara-mensra 
blrtetak di Kabupaten Mesuji dan d~at ditelapkan per orang) 

• Uang Harian Fe~alanan Din.. @Rp 3OO.000,.forangihari 
(,udah Iennasuk u,,"gmakan) 

b. Belallja Bahan Habis P~(ai borupa ATK @Rp6.000.000,-IIahun 
1. 'enghilungan Menggunakan Tarif Tungga/ 

Jumlah kunjungan ke menara per tahun ,200 x 2 kali ' 400 
kunjungan 
JiI<a dalam t hari ,2 kunjungan, maka Lnluk 400 kunjungan 
cibutuhkan 200 hari keria 
Maka biaya operas",,,aI per lahun adal~1 sebagai borikut 
I. Transportasi 11im 200 hr Rp 600000,- Rp 120.000.000, 

Contoh iampiran 
Cara menghkung Retribusi 
Pengen~ian Menara 
Telekomunbsl yang dicanlumksn 
dalam Lampiran Rspen:la 

I. I. 

I 
~'--_ 

:1. Uang Harian 3erg 200 hr Rp 300.000, Rp 6).000.000,­

1 ATK lthn Rp 3.000.000, Rp 0.000.000, 

"olal billya petmhun Rp 186.000.000.­
E.iliya rala-ram a1au larifFor...,OI8 p.. lBhun (200) Rp 930.000, 

f'errbulamn 

1. Menggunakan Tartl 'Iariabel 
Diasum9ilcan varia bel yang digunakan adalah sebagoi berikut 
• Variebel jarak lempuh: Zona 1 (indEtks 0,9), Zona 1(indel:s 0,9). 

Zona I (indeks 0,9) I' 

• Variobel jenis menara: Menara Pole (inOOks 0,9), Wenara 3 
kaki (Indeks t), dan Menara 4 kal.i (indeks 1,1). 

• Variabel keting,lan menara; >81 Meter(lndeks 1,1),61-<lO 
Meier (indeks '), 4HO Meter (indels 0,9), dan <40 Met",(indeks 
0,8). 

..-­

(
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2, Contoh Penghitungan • 

1. Menara Pole yang baracla di kocamatan Brabasan dang.., 
ketinggian 31 moler dangan penghlturgan • " 

RPMT 'Indlak' variabal jarak tempuh x Indeks variabel jenis r 
menara xtam 

, 0,9· 1 • M x Rp 930,000,­
\ I \ 

2 
, Rp 669.COO,-/lahun 

2. Menara 4 kskl yang barada dl kecamatan Simpang Pemalang 
dengan ketinool;.n 61 meter dengan penghitungan • 
RPMT 'Inde~ 

menara xtam 
vanabel jarak tempuh r indeks variabel jenls ~, 

, 1,1 • 1,1 • 1 X Rp 930.000,­
2 

'Rp 1.255,500,-Itah'JIl 
10 I Kelentuan Penu1lJp IlAIlolII Pasal llO dihapus, berd"sar1<an 

KE+BW ,oJI Pi)!' "'PdP kelentuan UU 12 Tahun 2011 tidak 
~ diper1<enankan adanya delegasi 

118IhBlyaRBt3BIl:4FRBi81YF881aFAP8F8hlR;RQ8BFBhjRi88~aRj8R~ blanko 
FJ18Rf'8ABi lelH~i .eI8IieaR8:8RR~8 altBll eiatlt:lf seAgaR PBF8I!UFSA 8,*Ei:i. 

PeratlJran Daerah Inlbe!1aku pad.langgal diundangkan. Pasalll Pasalll cisempumakan 
Agar seti~ orang mengelahuinya, memennlahkan pengundangan Peraturan Peraturan Daerah inibartaku pada tanggal diundangkan. 
Daerah ini dE,ngan penempalan'1ya dalam Lemb;ltan Daerah Kabupaten Agar setial' orang mengetahu'l1ya, memerintahkcn pengundangan Peraturan 
Mesuji Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah K«bupaten 

I Mesuji. 
L I I ----' 

III. PERATURAN O,ll.ERAH TENTANG RETRIEIUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJ.~ ASING 

Rancangan Peraturan Daerah lenlan9 Retribusi Perpanjangan Izin Mempeke~akan Ienaqa Ke~a Asilg Kabupaten Nesuji, tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kewenangan 
pengawasan ketena\lake~aan berdasar1<an Lampiran Huruf 9 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang menjadi kewenangan 
Pernerintah Provinsi. 

( 

,.,ARAF KOOROINASI 

1. WAKIL GUBERNUR -2. l> SEKDA PROVINSi ~ if A51STEN PEM & KESRA ..... 
4. ~S15,EN l:KSANG 
5. ASISTEN ADM. UMUM , 
6. I 
7. 

8. 

9, BIRO HIJKUM \ .... 

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG. 




